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ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diikuti dengan berbagai kontroversi antara
lain merubah struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian dengan
dihilangkannya kewenangan Pimpinan KPK dalam hal menyidik serta menuntut
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada Pasal 21
ayat (4), begitu juga dengan ayat (6) dimana Pimpinan KPK tidak lagi sebagai
penanggung jawab tertinggi dalam tubuh lembaga antirasuah tersebut. Kewenangan
penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab Pimpinan KPK wajib ada, dimana
hal ini merupakan kewenangan utama dalam pemberantasan korupsi. Pengungkapan
kasus korupsi selalu diawali dengan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam
hal menemukan bukti dan juga tersangka serta menetapkan hukuman untuk menjerat
para pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan penyidikan dan
penuntutan serta tanggung jawab pimpinan KPK tetap dibuthkan agar Pimpinan KPK
dapat memerintahkan secara langsung penyidik serta penuntut umum yang
sebelumnya berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan sehingga upaya
pemberantasan serta pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Permasalahan
yang dapat diangkat adalah bagaimana pengaturan kewenangan pimpinan KPK dalam
penyidikan dan penuntutan, kemudian apa implikasi hukum hilangnya kewenangan
menyidik dan menuntut pimpinan KPK. Menggunakan metode penelitian hukum
normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,
dengan teknik analisis preskriptif. Hilangnya kewenangan dan tanggung jawab dari
Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dapat berimplikasi pada
hilangnya kendali Pimpinan KPK secara efektif pada penyidikan dan penuntutan.
Kemudian dapat memperlambat upaya pemberantasan korupsi karena kendali
pemberantasan korupsi tidak lagi berada pada Pimpinan KPK secara langsung atau
bahkan dapat menghentikan proses penyidikan dan penuntutan. Dewan Pengawas
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Pimpinan KPK, kemudian
Dewan Pengawas diberikan juga tugas dan wewenang yang lebih luas dari Pimpinan
KPK berkaitan dengan penegakkan hukum walaupun dalam pelaksanaan tugas
lembaga KPK yang menjalankannya adalah pimpinan KPK, akan tetapi kewenangan
dan tanggung jawab dari Pimpinan KPK sudah beralih kepada Dewan Pengawas.
Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan dan Penuntutan, Implikasi
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ABSTRACT

The enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law
Number 30 of 2002 was followed by various controversies, including changing the
organizational structure of the Corruption Eradication Commission, then by
eliminating the authority of the KPK leadership in terms of investigating and
prosecuting as stated in Law Number 30 of 2002 in Article 21 paragraph (4), as well
as paragraph (6) where the KPK leadership is no longer the highest person in charge
of the anti-corruption agency. The authority for investigation and prosecution as well
as the responsibilities of the KPK leadership must exist, where this is the main
authority in eradicating corruption. Disclosure of corruption cases always begins
with investigations, investigations and prosecutions in terms of finding evidence and
suspects as well as determining punishments to ensnare the perpetrators of
corruption. Meanwhile, the authority for investigation and prosecution as well as the
responsibilities of the KPK leadership are still needed so that the KPK leadership can
directly order investigators and public prosecutors who previously came from the
Police and Prosecutors' agencies so that efforts to eradicate and prevent corruption
can run well. The problem that can be raised is how to regulate the authority of the
KPK leadership in investigation and prosecution, then what are the legal implications
of the loss of authority to investigate and prosecute KPK leaders. Using normative
legal research methods through statutory approaches and conceptual approaches,
with prescriptive analysis techniques. The loss of authority and responsibility of the
KPK leadership as investigators and public prosecutors can have implications for the
loss of effective control of the KPK leadership in investigations and prosecutions.
Then it can slow down efforts to eradicate corruption because the control of
eradicating corruption is no longer directly with the KPK leadership or it can even
stop the investigation and prosecution process. The Supervisory Board has a higher
position than the KPK leadership, then the Supervisory Board is also given broader
duties and authority from the KPK leadership related to law enforcement even though
in carrying out the duties of the KPK institution it is the KPK leadership, but the
authority and responsibility of the KPK leadership has turned to the Supervisory
Board.

Keywords: Authority, Investigation and Prosecution, Implication
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